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Pada Tahun 2013 telah terjadi bencana gempa bumi di Kabupaten Pidie. Gempa tersebut mengakibatkan dampak yang besar di
Kecamatan Tangse dan menimbulkan Korban jiwa, kerusakan tempat tinggal, rumah ibadah, gedung sekolah, kantor pemerintah
serta terjadinya pengungsian sejumlah masyarakat. Pemerintah daerah Kabupaten Pidie mempunyai wewenang dan menjadi
tanggung jawab dalam menyelenggaraan penanggulangan bencana  di Kecamatan Tangse yang meliputi perlindungan masyarakat
dari dampak bencana, pemulihan kondisi dari dampak bencana serta menetapkan kebijakan  terkait penanggulangan bencana.
 Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelakan  kebijakan pemerintah Kabupaten Pidie dalam menanggulangi bencana di
Kecamatan Tangse Tahun 2013, untuk menjelaskan kendala yang dihadapi pemerintah Kabupaten Pidie dalam menanggulangi
bencana di Kecamatan Tangse Tahun 2013 serta untuk menjelaskan solusi yang dilakukan Pemkab Pidie dalam menanggulangi
bencana di Kecamatan Tangse Tahun 2013.
 Data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini diantaranya diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan lapangan. Dalam
penelitian kepustakaan dilakukan  dengan cara membaca buku teks, peraturan perundang-undangan dan bahan bacaan lainnya yang
menyangkut dengan permasalahan dalam penelitian ini. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan dengan cara mewawancarai para
informan penelitian. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Pidie dalam menanggulangi bencana di
Kecamatan Tangse Tahun 2013 yaitu menetapkan status darurat dan perpanjangan status darurat bencana dan 12 hari masa tanggap
darurat bencana, penetapan status transisi darurat bencana ke pemulihan serta perpanjangan status transisi ke pemulihan, dan
membentuk Tim Verifikasi data kerusakan dan infrtatruktur lainnya. Kendala-kendala yang dihadapi pemerintah Kabupaten Pidie
dalam menanggulangi bencana di Kecamatan Tangse Tahun 2013  yaitu belum adanya standar operasional prosedur (SOP) terkait
penanggulangan bencana, kurangnya koordinasi antar pihak terkait, kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas,
kurangnya sumber dana dan kurangnya pemahaman masyarakat terkait bencana. Adapun solusi yang dilakukan pemerintah
Kabupaten Pidie dalam menanggulangi bencana di Kecamatan Tangse Tahun 2013 yaitu segera mengeluarkan SOP terkait
penanggulangan bencana, meningkatkan koordinasi antar pihak terkait, membentuk Komando Tanggap Darurat dan meningkatkan
pemahaman masyarakat tentang bencana.
Pemerintah Kabupaten Pidie harus membuat kebijakan yang lebih efektif dalam penanggulangan bencana dan  harus segera
menerapkan beberapa rekomendasi atau solusi dalam penanggulangan bencana kedepan.
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